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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kehidupan manusia memiliki keterbatasan waktu, apabila telah sampai 

pada batas akhir kehidupan dengan datangnya kematian, maka urusan 

keduniawian manusia tidak lantas berakhir. Kematian pada satu sisi memang 

telah mengakhirkan urusan duniawi orang yang meninggal tersebut, namun di 

sisi lain kematian itu juga akan menimbulkan dampak bagi orang-orang yang 

ditinggalkannya.  

Salah satu dampak tersebut adalah pembagian harta peninggalan orang 

yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut dengan pembagian 

harta warisan. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta warisan 

merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara 

khusus dalam fiqh mawaris.
1
 Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah 

terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan 

anggota keluarga yang telah mati.
2
 

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. 

Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-

bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang 

penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima 

                                                             
1 Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis), Sinar Grafika, Jakarta, 

2004, hlm. 52. 
2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 3. 
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waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni dzul 

faraidh, dzul qarabat, mawali.
3
 

Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang 

menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:
4
 

1. Al-qarabah atau pertalian darah, 

2. Al-musaharah atau hubungan perkawinan, 

3. Al-wala’ atau memerdekakan hamba sahaya. 

Rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:
5
 

1. Al-Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau 

orang yang mewariskan hartanya.
6
 Syaratnya, al-muwarris benar-

benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, 

secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.
7
 

2. Al-Waris atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan 

mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, 

hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena akibat 

memerdekakan hamba sahaya.
8
 Syaratnya, pada saat meninggalnya 

al-muwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. 

Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada 

dalam kandungan (al-hamli). Meskipun masih berupa janin, 

apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau 

                                                             
3
 Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 72- 81. 

4 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 398-402. 
5
 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Raja Grafindo Persada, Cet. ke-4, Jakarta, 2002, hlm. 28-30. 

6
 Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh, jilid 3, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 17 

7 Ahmad Azhar Basyir, op.cit., hlm. 20-21 
8 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, hlm. 257. 
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cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan 

warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai 

batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas 

maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. 

3. Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah 

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan 

pelaksanaan wasiat.
9
 

Dari syarat rukun di atas, khususnya yang berhubungan dengan 

kewarisan anak dalam kandungan telah disebutkan terjadi perbedaan pendapat 

di kalangan ulama mengenai batasan usia kandungan, pengertian keadaan 

kelahiran bayi, dan batasan pembagian jumlah warisan untuk si janin. 

Mengenai batasan usia minimal kehamilan, para jumhur ulama sepakat 

memberikan batasan usia minimal kandungan yang sah untuk dinasabkan 

kepada ayah si janin adalah enam bulan. Hal ini disandarkan pada dua firman 

Allah Swt. yakni Q.S. al-Ahnaf ayat 15 yang menjelaskan bahwa batas masa 

kehamilan dan menyusui adalah 30 bulan serta Q.S. Luqman yang 

menjelaskan tentang batas masa menyusui yakni dua tahun atau 24 bulan. 

Selisih masa kehamilan dan menyusui dari kedua firman tersebut adalah enam 

bulan. Oleh sebab itu, para jumhur ulama kemudian sepakat untuk menjadikan 

batasan minimal usia janin yang dapat dianggap sebagai anak yang sah dan 

dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah enam bulan dalam kandungan dari 

                                                             
9 Muslich Maruzi, Pokok-pokok Ilmu Waris, Mujahidin, Semarang, 2000, hlm. 11-12. 
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perkawinan. Pendapat berbeda diungkapkan oleh sebagian ulama mazhab 

Hambali yang menyatakan bahwa batas usia kandungan harus sembilan 

bulan.
10

  

Mengenai pendapat tentang batasan jumlah warisan yang dapat 

diterima janin dalam kandungan, juga terdapat khilafiyah di kalangan para 

ulama mazhab. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila dalam janin 

tersebut sudah diketahui jenis kelaminnya laki-laki, maka jumlah warisan 

untuknya adalah sama dengan satu bagian warisan bagi anak laki-laki. Namun 

apabila disinyalir lebih dari seorang janin, maka tidak dapat ditentukan 

bagiannya karena masih dalam proses praduga.  

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi‟i. 

Kedua imam ini memiliki pendapat yang sama yakni bayi yang ada dalam 

kandungan akan disisakan warisan sebesar empat bagian anak laki-laki dan 

empat bagian anak perempuan. Sedangkan Imamiah menyatakan bahwa 

bagian warisan bagi anak dalam kandungan adalah dua bagian anak laki-

laki.
11

 Selain kedua hal di atas, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan 

ulama mazhab tentang konsep kelahiran anak dalam kandungan yang dapat 

menerima warisan. Terdapat perdebatan mengenai konsep hidup anak yang 

dilahirkan dalam lingkup apakah bayi yang dilahirkan berhak mendapat 

warisan dengan batasan kelahiran yang sempurna, gerakan, tangisan atau 

jeritan, atau harus sampai batas waktu menyusui.
12

  

                                                             
10 Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 450. 
11 M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Basrie Press, Jakarta, 1994, hlm. 318-319. 
12 Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 449-450. 
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui meskipun terdapat 

perbedaan pendapat mengenai warisan anak dalam kandungan, dapat 

ditemukan adanya persamaan tujuan yakni tetap adanya bagian waris bagi 

anak yang masih dalam kandungan dengan bagian-bagian yang tertentu. 

Pendapat-pendapat para imam mazhab di atas mungkin akan memiliki banyak 

perbedaan lagi manakala dipertemukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Perdata) tentang kewarisan anak dalam kandungan. Menurut 

KUH Perdata, pengertian anak dalam kandungan sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 2 adalah: 

„‟Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, 

dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga 

kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu 

dilahirkan, dianggaplah ia tidak pernah ada‟‟
13

 

 

Pengertian tersebut akan memberikan gambaran bahwa seorang anak 

dalam kandungan telah dapat menerima warisan karena telah dianggap hidup. 

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 836 yang menyebutkan: 

„‟Dengan mengingat akan ketentuan dalam Pasal 2 

Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang 

harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang‟‟
14

 

 

Dari kedua pasal di atas dapat diketahui bahwa seorang anak dalam 

kandungan pada satu sisi dapat mendapatkan warisan karena sudah dianggap 

hidup. Namun di sisi lain, apabila kemudian bayi tersebut mati sewaktu 

dilahirkan atau sebelum dilahirkan, maka secara otomatis tidak akan 

mendapatkan warisan. Selain ketentuan mengenai hakekat kehidupan anak 

                                                             
13 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, 

Jakarta, 1999, hlm. 3. 
14 Ibid, hlm. 222. 
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dalam kandungan, dalam KUH Perdata juga diatur mengenai legalitas anak 

dalam kandungan yang dapat menerima warisan.  

Pada dasarnya, kewarisan bagi anak didasarkan pada keabsahan anak 

dalam suatu keluarga. Sebab KUH Perdata tidak memperbolehkan kewarisan 

bagi anak dalam kandungan akibat dari perzinahan. Meski tidak disebut secara 

langsung dalam bentuk tekstual, namun hal itu dapat terlihat dari keberadaan 

Pasal 867 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: 

“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku 

bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan 

darah. Undang-Undang hanya memberikan nafkah 

seperlunya kepada merek” 

 

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 869 KUH Perdata 

sebagai berikut: 

“Bila bapaknya atau ibunya sewaktu hidup telah 

memberikan jaminan nafkah seperlunya untuk anak 

yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah, maka 

anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk 

menuntut warisan dari bapak atau ibunya” 

 

Namun demikian, tidak selamanya anak hasil perzinahan tidak 

mendapatkan bagian waris menurut KUH Perdata. Ada kemungkinan bagi 

anak dalam kandungan yang semula berstatus sebagai anak zinah untuk 

menjadi ahli waris dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang 

diberlakukan dalam KUH Perdata. Hal ini seperti dijelaskan dalam Pasal 251 

KUH Perdata sebagai berikut:
15

 

“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari 

yang ke seratus delapan puluh dalam perkawinan suami 

istri, dapat diingkari oleh si suami” Namun 

                                                             
15 Ibid, hlm. 62-63. 
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pengingkaran ini tidak boleh dilakukan dalam hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui 

akan mengandungnya istri. 

2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat 

dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau 

memuat pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat 

menandatanganinya. 

3. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya. 

 

Ketentuan dalam KUH Perdata di atas apabila dibandingkan dengan 

hukum Islam mengenai kewarisan maka akan terdapat perbedaan pandangan 

dalam kedua produk hukum tersebut. Perbedaan tersebut adalah mengenai 

sebab-sebab legalitas kewarisan anak dalam kandungan batasan bayi dalam 

kandungan yang sah. Dalam KUH Perdata disebutkan bahwa anak hasil 

perzinahan berpeluang untuk mewarisi harta dari ayahnya manakala terjadi 

pengakuan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, anak zina tidak berhak 

dinasabkan kepada ayahnya, termasuk dalam hal waris. Hal ini sebagaimana 

ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya yakni dari 

Umar R.A bahwa seorang laki-laki telah meli‟an istrinya pada masa Nabi 

Muhammad SAW dan menafikan anak istrinya tersebut, maka Nabi 

Muhammad SAW menceraikan antara keduanya dan mempertemukan nasab 

anak kepada ibunya (H.R. Al-Bukhari). 

Implikasinya, meskipun kemudian bayi tersebut mendapat pengakuan 

dari pihak ayah, dalam konteks hukum Islam tetap saja tidak akan 

mendapatkan hak nasab dari ayahnya. Perbedaan pandangan dalam dua 

produk hukum di atas mungkin sekilas tidak terlalu penting untuk di bahas. 

Namun jika dikaji dalam konteks sosio-religius, perbedaan pandangan 
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tersebut akan menjadi penting untuk dibahas.Beberapa contoh seperti 

perkawinan antara umat Islam dengan nonIslam atau perkawinan poligami 

tanpa perizinan dari istri terdahulu.Dalam hukum Islam perkawinan antara 

umat Islam dengan non Islam,meskipun dianggap sah oleh hukum perundang-

undangan Indonesia, tetap saja dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. 

Implikasinya, anak dalam kandungan dari hasil perkawinan tersebut tidak 

dapat mewarisi harta dari orang tuanya yang beragama Islam. Bagi yang tidak 

beragama Islam tidak adanya hak untuk mewarisi disandarkan pada salah satu 

sebab penghalang adanya kewarisan adalah adanya perbedaan agama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat penulisan sampaikan bahwa 

sekalipun hukum kompilasi islam dan undang-undang no.1 tahun 1974 tidak 

mengatur secara tegas hak waris anak dalam kandungan namun dalam Al-

Qur‟an dan Hadist serta para Mazhab secara terperinci menegaskan bahwa 

anak dalam kandungan mempunyai hak mendapatkan harta waris.Di 

masyarakat Desa Labanjaya Dusun Pojok Laban RT/RW 01/01 Kecamatan 

Pedes Kabupaten Karawang terjadi penguasaan hak waris oleh pihak saudara 

suami yang hampir saja ahli warisnya sendiri tidak mendapatkan hak waris. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang di alami seorang ibu dengan judul: STUDI KOMPARASI 

HAK KEWARISAN ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis identifikasikan 

masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana kewarisan anak dalam kandungan yang sah menurut Hukum 

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

2. Bagaimana kewarisan anak dalam kandungan yang diakui menurut Hukum 

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

3. Bagaimana cara penyelesaian kewarisan anak dalam kandungan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kewarisan anak dalam 

kandungan yang sah menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kewarisan anak dalam 

kandungan yang diakui menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Bagaimana Cara 

Penyelesaian Kewarisan Anak dalam Kandungan. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam 

mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis 

dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media 

pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang al-ahwal al- 

syakhsiyyah, khususnya berkaitan dengan hal waris (mawarits). 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat dinyatakan bahwa tujuan  

negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pancasila sebagai falsafah 

dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya 

Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
16

  

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan 

kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.
17

 

                                                             
16 Kaelan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 82. 
17http://sumber-ilmukita.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html 

diakses melalui internet pada tanggal 23 Maret 2017.  

http://sumber-ilmukita.blogspot.co.id/2012/03/pengertian-dan-ciri-ciri-negara-hukum.html
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Sejalan dengan uraian di atas, Plato menguraikan Negara muncul atau timbul 

karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang 

menyebabkan mereka harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.  

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Aristoteles sebagai salah satu 

murid Plato, mengungkapkan bahwa munculnya Negara itu merupakan sebuah 

keharusan atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga 

menurut kodratnya tidak biasa dipisahkan dari negara. Manusia adalah 

makhluk sosial atau zoon politicon, maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari 

masyarakat atau negara.
18

 

Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”, dan “sarana 

perubahan sosial atau sarana pembangunan, maka pengaturan hukum 

diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari   

pembangunan. Kebutuhan terhadap pengaturan hukum secara komprehensif 

menjadi alasan bagi istilah “pengaturan hukum”. Pengaturan  hukum  menurut  

Alvi  Syahrin mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya menggunakan 

hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari 

pembangunan.
19

 Untuk dapat melanjutkan penelitian ini sesuai dengan latar 

belakang masalah maka perlu pendekatan teori yang sesuai dengan masalah 

hak waris anak dalam kandungan. Dalam hal ini seorang anak yang masih 

dalam kandungan ibunya merupakan salah satu ahli waris yang berhak dalam 

menerima bagian sesuai tuntutan syariat yang telah diatur dalam ilmu faraidh, 

                                                             
18

 Ellydar Chaidir, Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia, 

Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 2. 
19 Alvi  Syahrin,  Pengaturan  Hukum  dan  Kebijakan  Pembangunan  Perumahan  dan 

Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, Bandung, 2003, hlm. 11. 
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maka haknya sebagai ahli waris harus dijaga sampai keadaan anak tersebut 

dapat dipastikan dengan menunggu kelahirannya. 

Tujuan dari syariat adalah untuk kemaslahatan tidak ada untuk 

mafsadah dan kerusakan. Pada saat tertentu apabila ada dua kemaslahatan 

maka dicari mana yang paling rājih. Berbeda dengan hal itu, apabila bertemu 

antara maslahah dan mafsadah maka menolak mafsadah itu lebih diutamakan 

daripada memperoleh maslahah. Hal ini sesuai dengan teori ushul fiqh yaitu 

dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashālih (menolak kerusakan lebih 

diutamakan daripada memperoleh kebaikan).
20

 Selain itu, tujuan maqashid 

syari’ah adalah sebagai kaidah asasi yang menjaga segenap hak-hak individu 

termasuk anak dalam kandungan merupakan implementasi dari hal tersebut.  

Menolak mafsadah dalam pembagian waris lebih diutamakan 

daripada memperoleh maslahat. Maka pembagian harta waris yang akan 

merugikan salah satu pihak harus dihindari guna tidak terjadinya sengketa 

dikemudian hari. Anak dalam kandungan yang statusnya sebagai ahli waris 

harus diperhatikan dan diberlakukan hak-haknya sebagaimana ahli waris 

yang lain. Tentu cara terbaik untuk membagi harta warisan tersebut dengan 

menunggu sampai kelahirannya. 

Artinya ketulusan hati, kejujuran atau keutuhan. Asas ini mengandung 

pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam islam di perlukan 

ketulusan. Adapun asas-asas kewarisan dalam dalam hukum islamada 10 

yaitu ; 

                                                             
20 Ahmad Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih, cet. ke-4, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 29. 
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1.  Asas integrity  (ketulusan) 

Integrity artinya ketulusan hati, kejujuran, atau keutuhan. Asas ini 

mengandung pengertian bahwa melaksanakan hukum kewarisan dalam islam, 

di perlukan ketulsan hati menaatinya karena terikat dengan aturan yang 

diyakini kebenaranya. ( taat pada syariat islam / kitab suci Al-Quran) (Qs. Ali 

„Imran {3}: 85) 

2. Asas ta‟abbudi (penghambaan diri) 

Maksud dari asas ta‟abuddi adalah melaksanakan hukum waris sesuai 

syariat islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah Swt Sebagai ibadah, dan 

tentunya mendapatkan berpahala Bila ditaati seperti menaati hukum-hukum 

islam lainya. (Qs. An Nissa‟ {4}: 13-14) 

3. Asas Huququl Maliyah (Hak-Hak kebendaan) 

Maksud dari huququl maliyah adalah hak-hak kebendaan. Artinya, 

hanya hak dan kewajiban kebendaan (benda yang berbentuk) yang dapat di 

wariskan kepada ahli waris. segala Hal-hal kewajiban yang bersifat pribadi 

tidak dapat di wariskan. (kompilasi hukum islam pasal 175) 

4. Asas Huququn thabi‟iyah (Hal-Hak Dasar) 

Pengertian Huququn thabi‟iyah adalah hak-hak dasar dari ahli waris 

sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru 

lahir atau seorang yang sudah sakit menghadapi kematian sedangkan ia masih 

hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami istri belum bercerai 

walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, Maka dipandang cakap mewarisi 

harta tersebut. Ada dua syarat seorang bisa mendapat hak warisan. 
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a. Melalui hubungan perkawinan yang seagama 

b. Keluaraga yang mempunyai hubungan darah/genetik (Baik anak cucu 

atau saudara) 

Dan ada pula beberapa penghalang kewarisan. 

a. Keluar dari islam (Murtad) 

b. Membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada 

pewaris 

c. Di persalahkan telah memfitnah pewaris melakukan kejahatan. 

 5. Asas ijbari (keharusan, kewajiban) 

Asas ini adalah yang mengatur tata cara peralihan secara otomatis 

harta dari seorang, baik pewaris maupun ahli waris sesuai dengan ketetapan 

Allah swt. Tanpa di gantung terhadap kehendak seseorang.baik pewaris 

maupun ahli waris. 

Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu: 

a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia 

b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. 

c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah di tentukan 

dengan pasti, yakni orang yang mempunyai hubungan darah dan 

perkawinan. 

 6. Asas bilateral 

Asas bilateral mengandung makna bahwa seseorang menerima hak 

kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan 

dari kerabat keturunan perempuan. 



15 
 

(Qs. An-Nisaa‟{4}:7) (Qs. An-Nisaa‟{4}:11-12) (Qs. An-Nisaa‟{4}:176) 

7. Asas individual 

Asas ini menyatakan harta warisan dapat di bagi kepada masing-

masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaanya 

seluruh harta di nyatakan dalam nilai tertentu. Yang kemudian dibagi-bagikan 

kepada ahli waris yang dapat menerimanya menurut kadar bagian masing-

masing. (Qs. An-Nisaa‟{4}:8) (Qs. An-Nisaa‟{4}:33) 

8.  Asas keadilan yang berimbang 

Asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan 

antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban 

atau beban biaya kehidupan yang harus di tunaikanya Misalnya. Laki-laki dan 

perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang di 

pikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan bermasyarakat seorang laki 

laki menjadi penanggung jawab daalam kehidupan keluarga. Mencukupi 

keperluan hidup anak dan istrinya sesuai kemampuanya. (Qs. Al-Baqarah 

{2}:233) (Qs. Ath-Thalaaq{65}:7) 

9.  Asas kematian 

Makna asas ini menandaka bahwa peralihan harta seseorang kepada 

orang lain terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. 

Harta seseorang tidak bisa beralih ke orang lain (melalui pembagian harta 

warisan) selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. (tidak 

mengenal kewariasan atas dasar wasiat) 

10.  Asas membagi habis harta warisan. 
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Membagi semua harta peningalan (warisan) hingga tak tersisa adalah 

makna dari asas ini. Hal tersebut dari proses menghitung dan menyelesaikan 

pembagian harta warisan. Caranya, dengan menentukan ahli waris berserta 

bagianya masing-masing, membersihkan atau memurnikan dari hutang dan 

wasiat, sampai melaksanakan pembagian hingga tuntas. Asas ini 

mengindarkan dari semua jumlah ahli waris lebih besar daripada masalah 

yang ditetapkan. Ataupun yang sebaliknya.
21

  

Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan pembagian harta warisan 

dalam hukum Islam adalah berpedoman pada ayat-ayat Al Qur’an, Hadits 

Rasulullah, dan Ijtihad yaitu:  

1. Berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur’an, yaitu: 

a. Surat An-Nisa‟ ayat 7, yang artinya:  

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 

kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan.”  

 

b. Surat Al-Azhab ayat 4, yang artinya :  

“Allah Swt. sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah 

hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isteri yang 

kamu zhihar itu sebagai ibu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah Swt. mengatakan 

yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.
22

 

 

2. Berpedoman pada Hadits Rasulullah, yaitu: 

a. Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil  

                                                             
21 https://firmanadiprasetyo.wordpress.com/2013/03/10/asas-asas-dalam-hukum-waris-islam/ 

22 Ibid, hlm.334. 
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Hadits Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh 

Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Abu Musa ditanya 

tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Abu Musa 

berkata: “Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara 

perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas‟ud, tentu ia akan 

mengatakan seperti itu pula”. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu 

Mas‟ud dan ia menjawab: “Saya menetapkan atas dasar apa yang telah 

ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, 

untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah 

untuk saudara perempuan”. 

b. Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu‟aib 

Hadits Rasulullah dari Qabisah bin Syu‟aib yang diriwayatkan oleh 

perawi yang lima selain An-Nasai. “Seorang nenek datang kepada Abu 

Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu 

Bakar berkata: “Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu 

dan juga tidak ada dalam hadits Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti 

saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui”. 

Kemudian Abu Bakar menyatakan kepada para sahabat mengenai hal 

tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: “Saya 

pernah melihat pada saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk 

nenek dari seorang cucu yang meninggal sebanyak seperenam”. Abu 

Bakar bertanya : “Apakah ada yang lain yang mengetahui selain 

kamu?” Muhammad bin Maslamah tampil dan mengatakan seperti 

yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan 

seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya”. 

c. Hadist Riwayat Abu Daud no 2531  

“Telah menceritakan kepada kami Husain bin Muadz, telah 

menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari yazid bin 

Abdullah bin Qusaith dari Abu Hurairah dari Nabi Shallahu „alaihi 

wasallam, beliau bersabda: “Apabila anak yang lahir dalam keadaan 

menangis, maka ia diwarisi. 

d. Hadist Riwayat Sunan Ad-Darimi no 2997 

“Telah mengabarkan kepada kami Yazid Bin Harun telah 

mengabarkan kepada kami Al Asy‟ats dari Abu Az Zubair dari Jabir 

Bin Abdullah ia berkata; Jika seseorang terlahir dalam keadaan 

menangis, maka ia mendapat warisan dan dishalati. 

e. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw; 
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“Apabila bayi yang baru keluar dari Rahim ibunya menagis kemudian 

meninggal, maka hendaklah dishalati dan berhak mendapatkan warisan 

dan berhak mendapatkan warisan. (HR. Nasa‟I dan Tirmidzi) 

Ijtihad Imam asy-Syafi‟i dalam menentukan batas maksimal masa 

anak dalam kandungan yaitu empat tahun merupakan hasil dari proses ‘urf. 

‘Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan 

dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.
23

 Hal ini 

dikarenakan Imam asy-Syafi‟i semasa hidupnya pernah menjumpai seorang 

perempuan yang mengandung sampai empat tahun seperti kasus ad-Dhahhak 

yang sewaktu ia dilahirkan ia adalah sudah bergigi dua biji dan pandai 

ketawa. Demikian juga Abdul-„Azizi al-Majusuni yang dilahirkan sesudah 

empat tahun dalam kandungan.
24

 

Masa kandungan yang lebih dari sembilan bulan memang merupakan 

hal yang jarang terjadi ditengah masyarakat, tetapi tidak menutup 

kemungkinan bisa terjadi. Maka di dalam ushul fiqh hal ini dinamakan ‘urf 

yang apabila ditinjau dari lingkup berlakunya adalah ‘urf khash, yaitu ‘urf 

yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja.
25

 

Imam Abu Hanifah dalam ijtihadnya untuk menentukan usia 

maksimal masa kandungan yaitu dua tahun berdasarkan fatwa sahabat, yaitu 

perkataan „Aisyah yang mengatakan bahwa masa kandungan tidak mungkin 

lebih dua tahun. Melalui Hadits yang diriwayatkan ad-Dārul Qhutni tersebut, 

Imam Abu Hanifah berijtihad untuk menentukan masa maksimal dari 

                                                             
23 Kamal Mukhtar dkk, Ushul Fiqh I, PT. Dana Bakhti Wakaf, Yogyakarta, 2005, hlm. 146. 
24 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. ke-10, PT. Alma‟arif, Bandung, 2010, hlm. 203. 
25 Kamal Mukhtar, op.cit, hlm. 149. 
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kandungan seorang perempuan. Hal ini dikarenakan mayoritas Ulama 

Hanafiyah juga berijtihad dengan Mazhab Sahabat.  

Ada dua macam pendapat sahabat yang dapat dijadikan hujjah, yaitu 

pendapat para sahabat yang diduga kuat bahwa pendapat tersebut sebenarnya 

berasal dari Rasulullah, dan yang kedua pendapat sahabat yang tidak ada 

sahabat lain yang menyalahkannya, seperti pendapat tentang bahwa nenek 

mendapat seperenam (1/6) bagian waris yang dikemukakan oleh Abu Bakar 

dan tidak ada sahabat yang tidak sependapat dengannya. Bahkan golongan 

Hanafiyah mendahulukan Mazhab Sahabat ini daripada Qiyas.
26

 

F. Metode Penelitian 

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka 

diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang 

bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif. Disebut kualitatif, sebagaimana disebutkan oleh Lexy J. 

Moleong karena penelitian ini bersifat untuk mengembangkan teori, 

sehingga menemukan teori baru dan dilakukan sesuai dengan kaidah non 

statistik.
27

 Sedangkan disebut deskriptif karena proses penelitian ini 

semata-mata hanyalah akumulasi data kasar yang dideskripsikan 

                                                             
26 Ibid, hlm. 160-161. 
27 Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm. 75. 
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(digambarkan secara utuh dan menyeluruh) tanpa perlu mencari hubungan 

dua hal (korelasi), mengetes hipotesis maupun membuat ramalan.
28

 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa dan 

mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode pendekatan 

yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu 

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga 

berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, 

dengan cara menguji dan mengkaji secara yuridis mengenai permasalahan 

yang diteliti dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang lalu dan saat 

ini diberlakukan, agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah 

yang diteliti dalam skripsi ini.
29

 

3. Tahap Penelitian 

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan 

penelitian harus jelas, kemudian mencari perumusan masalah yang akan 

dibahas, kemudian mencari teori dan konsep, kemudian mencari dan 

menelusuri dan mengumpulkan data primer dan data skunder yang relevan 

setelah itu diolah dan dituangkan dalam skripsi ini, untuk mendapatkan 

data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu: 

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)  

Menurut Ronny Hanitijo Soemintro, yang dimaksud dengan 

penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data 

                                                             
28 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 65-66. 
29 Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2011, hlm. 302-313. 
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sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan 

mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
30

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:  

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat,
31

 terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan 

sebagai berikut: Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan skunder, 

seperti kamus hukum.
32

 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan yaitu guna 

mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi atau tempat 

yang terkait dengan punulisan skripsi ini, sebagai penunjang data 

sekunder. Sebelum melakukan penelitian lapangan, penulis terlebih 

                                                             
30 Martin Steinman dan Gerald Willen, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Angkasa, 

Bandung. 2006, hlm. 97. 
31 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2004, hlm. 11. 
32 Ronny Hanitijo Soemantiro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Semarang, 1998, hlm. 97. 
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dahulu mempersiapkan surat izin untuk memperoleh data terkait 

instansi yang relevan dengan penulisan skrpsi ini. Dapat berupa 

dokumen, kemudian dikumpulkan lalu dianalisa dan diolah secara 

sistematis dan terarah. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder 

yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang 

berada di instansi-instansi yang bersangkutan, adapun data-data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu melalui penelaahan data 

yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, 

jurnal, hasil penelitian, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara 

sistematis dan terarah, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan 

lain atau tidak, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Dengan 

menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dititik 

beratkan pada pengunaan dan kepustakaan atau data sekunder yang 

berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh 

data primer, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat 

bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan 

perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya 

serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek. 

1) Bahan Hukum Primer  
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Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-

undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974. 

2) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer 

mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga 

dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan 

hukum dan objek penelitian.  

3) Bahan Hukum Tersier  

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok 

permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan skunder antara lain artikel, berita dari internet, 

majalah, Koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum 

yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga 

masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.  

b. Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan, maka penulis akan 

mengumpulkan data lapangan yang tersedia di berbagai lingkungan 

instansi atau tempat penelitian, wawancara dengan para pejabat atau 

narasumber dalam instansi atau tempat yang terkait, demi 

kelengkapan data sekunder dalam skripsi ini. Kemudian hasilnya akan 

dianalisis bersama-sama dengan data sekunder, sehingga penulis akan 
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mendapatkan gambaran secara jelas, guna membahas permasalahan 

dalam penelitian skripsi ini. 

5. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk 

keperluan penelitian adalah: 

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data, yaitu: 

1) Bahan-bahan Hukum Primer, berupa: 

a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan. 

2) Bahan-bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah dan hasil penelitian para pakar di bidang Hukum Perdata. 

3) Bahan-bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang 

memeberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, seperti majalah, koran, internet, dan yang 

lainnya. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

studi komparatif hak waris anak dalam kandungan sebagai data 
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primer untuk melengkapi studi kepustakaan dan penunjang data 

sekunder. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif yaitu 

melakukan pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat 

umum dan bertitik tolak pada suatu hal yang akhirnya akan digunakan 

untuk meneliti kejadian yang akan ditarik kedalam pengetahuan yang lebih 

khusus.
33

 Adapun metode komparatif yaitu membandingkan antara dua 

paradigma untuk memperoleh kesimpulan dengan nilai-nilai tertentu yang 

berhubungan dengan situasi yang diselidiki dengan faktor-faktor yang 

lain.
34

 

7. Lokasi Penelitian  

Dalam hal penelitian pustaka peneliti melakukan di berbagai lokasi antara 

lain:  

a. Perpustakaan  

1) Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam 

Nomor 17 Bandung. 

2) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jalan Dipati Ukur 

Nomor 35 Bandung. 

b. Desa atau kelurahan Labanjaya RT.01/RW.01 Kecamatan Pedes 

Kabupaten Karawang 

                                                             
33 Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, UGM Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 9. 
34 Winarno Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Tarsito, Bandung, 2004, hlm. 135. 


